
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA 

SEKRETARIAT DAERAH 
J'n. PERINTIS KEMERDEKAN NO. 164 TELP. (0622)- 96782 

LIMA PULUH - 21255 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BATU BARA 

NOMOR 25 TAHUN 2009 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

NOMOR 25 T AHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATU BARA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (9) 

Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 

b. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara. 

BATU BARA 

1% 
± 

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

No:nor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Ates Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomcr 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nornor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4844); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Huum Acara Pdana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3255); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republii Indonesia Tahun 2001 

Nomor 1 18 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pemnbagian Urusan Pemerintanan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Sistim Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. 
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Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BATU BARA 

dan 

BUPATI BATU BARA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

TENTANG PAJAK RESTORAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah kabupaten batu bara. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.. 

3. Supati adalah Bupati Batu Bara. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara. 

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara. 

6. Kepala dinas adalah Kepaia Dinas Fendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bat 

Bara. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundeang­ 

undangan yang berlaku. 

8. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
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badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

9 .Pa jak  daerah selanjutnya yang disebut pajak adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. 

10.Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang 

terhutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak 

tertentu. 

11.Restoran adalah tempat menyantap makanan dan ateu 

minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran yang 

mencakup juga rumah makan, cafetaria, kantin, warung, 

caf~, bar tidak termasuk jasa boga atau katering. 

;2.Pemungutan adalah sustu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data, objek dan subjek pajak untuk 

perentuan bes3mya pajak yang terhutang sampai dengan 

kegiatan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

13.Surat perberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disebut 

SPTPp adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporan penghitungan dan atau pembayarna pajak, 

objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan 

kewajban, menurut ketentuan peraturan perundang­ 

undangan perpajakan daerah. 

14.Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disebut SSPD 

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terhutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain 

yang ditujukan oleh Bupati. 



15.Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama 

dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun berjalan kecuali bila wajib pajak mengunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun takwim. 

17.Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya 

jumlah pajak yang terhutang. 

18.Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya 

disebut SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 

19.Surat ketetapan pajak da~rah lebih bayar yang selanjutnya 

disebut SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jum!ah kredit 

pajak lebih besar dari pajak yang terhutang ateu tidak 

seharusnya terhutang. 

20.Surat ketetapan pajak daerah nihi selanjutnya disebut 

SKPON adalah surat keputusan yang menentuken jumlah 

pajak yang terhurang sama besarya dengan jumlah kredit 

pajak. 

21.Surat tagihan pa;ak selanjutnya disebut STPD adalah surat 

yang digunakan wajib pajak dan atau sanksi administresi 

berupa bunga dan atau denda. 

22. Surat keputusan pembetulan ada!an surat keputusan untuk 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau 

kekeliruan dal2r penerapan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapar 

pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, 

surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambah, surat 

ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak 

daerah nihil adalah surat tagihan pajak daerah. 

23. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat 

ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak 
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lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap 

perotongan atau perungutan oleh pihak ketiga yang 

diajukan oleh wajib pajak. 

24.Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Batu Bara. 

25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengola data dan atau keterangan lainnya 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajban perpajakan 

daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. 

26.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 

pegawai neeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, 

untuk mencari serta mengumpulakan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajak 

daeran yang terjadi serta menentukan tersangkanya. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 

Dengan Mama Pajak Pestoran Dipungut Pajak Atas setiap 

Penyelenger3an restorar.. 

Pasal 3 

(1) Objek pajak, adalah penyelenggara hiburan yang memungut 

bayaran, melput 

L. Rumah makan; 

2. Cafetar.a; 

3. Kantin; 

4. Warung; 

5. Cafe; 

6. Bar; 

(2) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana 

dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah: 
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a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering; 

b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah 

makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

Pasal 4 

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran kepada Restoran. 

(2) Wajib pajak Restoran adalah Pengusaha Restoran. 

BABIII 

DASAR PENGENAAN TARIF DAN PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 5 

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang 

dilakukan kepada restoran. 

(2) Tarif pajak restoran adalan sebesar 10% (Sepuluh Persen) 

(3) Tata cara penghitungan pajak restoran adalah jum'ah 

pembayaran dikalikan den@an tarif. 

BA8 IV 

WILAYAH FEMUNGUTAN 

Pasat 6 

Wilayah Pemungutan Pajak di wiayah Kabupaten Batu Bara 

BAB V 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT 

PEMBEFRITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 7 

Masa pajak adalah jangka waktu yang di tetapkan 1 (satu) bulan 

takwim. 

Pasal 8 

(1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. 
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(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus 

disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima 

belas) hari setelah berakhimnya masa pajak. 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh 

Bupati. 

BABVI 

PENETAPAN PAJAK 

Pasal 9 

(1) Berdasarkan SPTD sebagaimana dimaksud Pasal 8 

ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Pajak 

tertang dengan menerbitkan SKPD. 

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana 

dimaksud eyat (1) pasal ini, diatur dengan peraturan Bupati. 

BABVII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 10 

(1) Pembayaran pajak Restoran berdasarkan Surat ketetapen 

pajak Daerah (SKPD) dan surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD) sebagai alat bukti pembayaran setiap bulan yang 

diterbitkan oleh Dinas. 

(2) Vajib pajak yang menyediakan tempat menyantap makanan 

dan atau minuman yang tempatnya tidak permanen 

berpindah-pindah ditagih dengan menggunakan karcis 

dengan minimal Rp. 1.000,- dan maksimal Rp. 5.000,­ 

BABVIII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasa I11 

(1) Surat teguran a tau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan pajak 
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dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 

pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ini setelah tanggal surat 

teguran atau peringatan atau surat lain • yang sejenis 

disampaikan, wajib pajak harus melunasi pajak yang 

terutang. 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagaimana diamaksud pada ayat (1) pasal ini, 

diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 

BABIX 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Fasal 12 

(1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. 

(2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut 

dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau 

dokumen yang dipersamakan 

Pasal 13 

(1 Kepada aparat pemungut pajak dan instansi penunjang 

lainnya diberian biaya pemungutan sebesar 5% (lima 

persen) dari realisasi pererimaan yang disetorkan ke Kas 

Pemerintah Daerah. 

(2) Biaya operasional pemungutan sebesar 5% (lima persen). 

(3) Pe:ntagian biaya pemungutan dan biaya operasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2} pasal ini, 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BA8 X 

SANKSI ADMINISTRASL 

Pasal 14 

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat waktunya atau 

kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 
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dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari pajak terhutang. 

BAB XI 

BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA 

Pasal 15 

(1) Hasil penerimaan pajak ini dipen.:ntukan 10% (sepuluh 

persen) kepada Desa lokasi Objek Pajak 

(2} Bagian desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 

ini, diatur da!arri Peraturan Bupati dengan memperhatikan 

aspek pemerataan dan potensi Desa 

(3) Penggunaan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan. 

BABXII 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, 

PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN PAJAK 

Pasal 16 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan 

pembebasan dan pembetalan pajak. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, eringanan, 

pembebasan dan pembatalan pajak sebagairnana dimaksud 

ayat (1) pasal ini. diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati 

BAB X 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG 

KADALUARSA 

Pasal 17 

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. 

(2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa, 

diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 
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BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 

(1)  Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan 

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 

atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 

kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) 

kali jumlah pajak yang terutang 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 

SFTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 

atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 

kurungan 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 kali 

jumlah pajak yang terutang. 

BAB XV 

PENYIDIKAN 

Pasa} 19 

(1 )  Pejabat pegavwai negeri sipil di lingkungan pemerintah 

daerah, diberi wewenang khusus kepada penyidik untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

hukum acara pidana yang berdaku. 

(2) Wewenang penyidik sebageimana demaksud syat (1) pasa! 

ini, adalah : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

eterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan tantang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana perpajakan daerah; 
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c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi 

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di 

perpajakan daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen­ 

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 

perpajakan daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen 

lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 

tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat. 

pemeriksaan sedang bedangsung dan memeriksa 

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 

sebagaimana dimaksud hurf e; 

h. Memotret seseorang beraitan dengan tindak pidana 

perpajakan daerah; 

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tesargka atau seksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 

k. Melakukan tindakan iain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian 

hasil penyidikannya kepaa penuntut umum melalui penyidik 

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
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BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang 

mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Daerah Pajak Restoran mulai berlaku, maka 

Peraturan sebelumnya yang sama dengan Peraturan Daerah Pajak 

Restoran dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 22 

Peraturan Daerah Pajak Restoran mulai berlaku pada tanggall 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengurdangan 

Peraturan Daerah ii dengan penempatannya dalam Lemparan 

Daerah Kabupaten Batu Bara. 

Ditetapkan di Lima Puluh 

pada tanggal 5 Mei 2009 

BUPATI BATU BARA 

ttd. 

OK ARYA ZULKARNAIN 

Diundangkan di Lima Pu'un 

pada tangga! € Mei 2009 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

ttd. 

SOFYAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 25 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabu aten Batu Bara 

Zulhendri 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

NOMOR 25 TAHUN 2009 

TENTANG 

PAJAK RESTORAN 

I. UMUM 

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi daerah yang 

nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayzan pemerintah dan 

pembangunan daerah yang tersumber dari pendaptan asli daerah (PAD). 

khususnya yang berasal dani pajak daerah. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan 

dan pemberian pelayanan kepada masyrakat serta usaha peningkatan 

pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya semakin meningkat pula. 

Upaya peningkatan kinerja pemungutannya melalui undarg-undang 

nomor 34 tahun 2000 tentang perubatan atas undang-undang ncmor 18 

tahun 1997 tentsng pajak daerah dan retribusi daerah jo. Feraturan 

pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. 

Peraturan daerah pajak Restoran diterbitkan untuk mengatur lebih 

lanjut beberapa ha! yang diperdukan, dalam rangka pelakssnaan undang­ 

undarg tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan 

pemerintah tentang pajak daerah, sehingga wajib pajak dapat mudah 

memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

cukup jelas 

Pasal 2 

cukup jelas 
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Pasal3 

cukup jelas 

Pasal 4 

cukup jelas 

Pasal5 

cukup jelas 

Pasal6 

cukup jelas 

Pasal7 

cukup jelas 

Pasal8 

ayat (4) 

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 

43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi pajak 

Daerah, retribusi aerah dan penerimaan pendepatan lain - lain. 

Pasal 9 

ayat (2) 

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 

43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi pajak 

Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain. 

Pasal 10 

cukup jelas 

Pasa! 11  

ayat (3) 

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 

43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi pajak 

Daerah, retribusi daerah dan penerimnaan pendapatan lain - lain. 

Pasal 12 

ayat (1) 

yang dinaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa 

seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapet 

diserahkan kepada pihak ke tiga. Namun dalam beberapa 

proses dengan cara selektif bahwa pemerintah daerah dalam 

pemungutan pajak boleh mengajak kerja sama badan-badan 

tertentu yang kerena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut 

melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis pajak yang 

dianggap lebih efektif dan efisien. 
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Pasal 13 

ayat (3) 

adalah sebagai biaya pemungutan dan opersional dc:lam 

melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 

5% dari target perolehan yang ditetapkan. 

Pasal 14 

cukup jelas 

Pasal 15 

hurup b 

yang dimaksud dengan bagian desa sebesar 10% adalah 

perolehan pemungutan pajak yang didesa yang dilakukan oleh 

pihak desa. 

Pasal 16 

ayat(2) 

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 

43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi pajak 

Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain. 

Pembatalan yang dimaksud adalah atas lzin yang telah 

diterbitkan. 

Pasal 17 

ayat (2) 

ad2lah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nornor 

43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi pajak 

Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain. 

Pasal 18 

cukup jelas 

Pasal 19 

cukup jelas 

Pasal 20 

cukup jelas 

Pesal 21 

cukup jelas 

Pasal 22 

cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 


